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Banyak hambatan yang dihadapi dalam pemungutan PBB bagi bangunan tidak terpakai. 
Diantaranya kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya untuk melunasi hutang pajak yang 
harus di bayar, wajib pajak masih kurang mengerti akan fungsi pajak yang mengandung dua 
aspek penting yaitu fungsi anggaran dan fungsi mengatur. Ada sebagian wajib pajak yang 
merasa keberatan dengan dengan beban hutang pajak yang tinggi sedangkan keadaan 
bangunan yang tidak layak dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, Hambatan lain berasal 
dari aparatur pajak sendiri, tidak jarang petugas pendataan di lapangan melakukan pendataan 
yang kurang benar sehingga sering terjadi ketidak sesuaian antara besar pajak yang harus 
dibayar dengan keadaan bangunan. Pendataan yang tidak sesuai ini karena kurangnya 
aparatur pajak yang bertugas di lapangan. Banyak terjadi penyalagunaan dalam pengumpulan 
pembayaran PBB seperti di desa-desa. Hambatan lainnya adalah kurang memenuhinya 
perangkat elktronik sebagai penunjang kinerja aparatur pajak khususnya pada bagian 
adminstrasi. Perangkat elektronik yang dimaksud adalah perangkat lunak yang dapat 
memberikan kemudahan dan pelayanan yang cepat oleh petugas dalam menjalankan 
tugasnya.  
 
 
Upaya yang dilakukan oleh aparatur pajak untuk mengatasi hambatan pemungutan PBB 
adalah dengan melakukan tindakan yang tegas dalam  
pemungutan PBB. Petugas mendatangi langsung ke lokasi obyek pajak, melakukan 
penagihan kepada pemilik bangunan mengingatkan pada wajib pajak agar melunasi beban 
pajak. Apabila wajib pajak tidak bemberikan reaksi atas peringatan petugas dan tidak 
melakukan pembayaran atas hutang pajaknya, maka akan dikeluarkan surat paksa, yang pada 
waktunya akan diikuti dengan sita, lelang atau sandera. Untuk wajib pajak yang melakukan 
pelanggaran maka akan dikenakan sanksi tegas. Penegakan sanksi ini dilakukan agar 
memberikan efek jera bagi wajib pajak yang melanggar dan memberikan peringatan kepada 
wajib pajak lain. Diberikan suatu peringatan pada wajib pajak yang lalai akan kewajibannya 
serta melakukan tindakan paksaan. 
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